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Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Hal

Kepada

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
W ebsite : https://bapenda.sumselprov.go.id

Palembang, 9 April 2026

050//  HO6379  /Penda/2026
Biasa

1 (satu) berkas

Penilaian Mandiri Kinerja Triwulanan

Yth. Seluruh ASN Di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diminta kepada Saudara untuk:

1. Melakukan

penilaian mandiri (se/f assessment) atas perjanjian kinerja sebagaimana yang telah

diperjanjikan kepada atasan langsung di awal tahun sebagai bentuk komitmen dan
tanggungjawab kinerja pegawai setiap Triwulanan (form terlampir);

2. Secara berjenjang, Pejabat Eselon III dan Eselon IV melakukan pembinaan dan evaluasi atas
kinerja staf pelaksana yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing;

3. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan kinerja yang terintegrasi dengan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi E Kinerja BKN, agar mengumpulkan SKP tahun 2025 yang
sudah ditandatangani oleh atasan langsung.

Berkenaan dengan hal tersebut, bahan penilaian mandiri point 1 (satu) setiap tanggal 05

setelah berakhirnya Triwulan pelaporan dan SKP tahun 2025 dapat dikumpulkan ke Sekretaris
Badan melalui Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada link https://bit.ly/PK-Bapenda-

Sumsel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth:

%GH/MAD RIZWAN, S. STP., M.M
NA UTAMA MADYA (IV/d)

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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Lampiran

Surat Kepala Bapenda Provinsi Sumsel

Nomor 050/1/ E6279 /Penda/2026
PENILAIAN MANDIRI KINERJA TRIWULANAN
TRIWULAN I
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
W ebsite : https://bapenda.sumselprov.go.id

Palembang, o0&  April 2026

Nomor : 050/  Q042f /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Triwulan I

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPTB Puslia

di
Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini
disampaikan hasil evaluasi penilaian mandiri (se/f assessment) kinerja triwulan I tahun 2026. Untuk
itu diminta kepada Saudara segera menindaklanjuti perbaikan atas hasil evaluasi penilaian mandiri
(terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, perbaikan atas hasil evaluasi penilaian mandiri dapat
dikumpulkan ke Sekretaris Badan melalui Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan paling
lambat tanggal 17 April 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*

HYIAD RIZWAN, S. STP., M.M
NA UTAMA MADYA (1V/d)
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Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran 2026
TRIWULAN I
NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
TARGET REALISASI KINERJIA (%)
[1] (2] (3] (4] [5] (6]
Meningkatnya Kapasitas | Indeks Kapasitas Fiskal
L. Fiskal Daerah Daerah 0,502 2,493 496,61
Meningkatnya
2. | Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP Bapenda 10,00 12,03 120,30
Instansi Pemerintah |
Meningkatnya Deviasi Realisasi PAD |
Kredibilitas Penerimaan | Terhadap Anggaran PAD '
B Pendapatan Dari | Dalam APBD (Revenue 05 8548 1G5
Perencanaan Awal Mobilization)
Meningkatnya .-
4. | Kemandiian  Fiskal | [Ndeks  Kemandirian | ¢ 44 0,518 470,91
Fiskal Daerah
Daerah
ﬂ;:$gtzggf Pertumbuhan
5. | P pendapatan daerah 0,32 (3,38) (1.054,69)
pendapatan daerah dalam APBD
dalam APBD
Meningkatnya Rasio Pajak Daerah
6. | Kontribusi Rasio Pajak wspbiada PéRB 0,31 0,159 51,29
Daerah terhadap PDRB R
Meningkatnya kontribusi | Persentase PAD
7. | PAD terhadap | terhadap  Pendapatan 12,47 51,782 415,25
Pendapatan Daerah Daerah
Meninakatnva Persentase Realisasi
8. Pené 9 t VA iD h Pencapaian Pendapatan 10,00 16,566 165,66
endapatan Asll Daerah | acli paerah (PAD
Persentase Rasio PAD
Terhadap PDRB Non 0,2 0,129 64,50
Meningkatnya Migas
9. #mﬁﬁgugPDRB PAD | Rasio PAD Terhadap
erhada
P PDRB Pengeluaran 0,12 0,36 295,83
Konsumsi  Pemerintah
Daerah

Palembang, 08/ April 2026

“/4\

NIP. 198109232000121001
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EVALUASI KINERJA HASIL PENILAIAN MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I TAHUN 2026
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. KOMPONEN SUB KOMPONEN KRITERIA Catatan Hasil Evaluasi PM PENANGGUNGJAWAB
1. Perencanaan Dokumen Perencanaan Terdapat Pedoman Teknis Pedoman teknis perencanaan kinerja Bidang Pajak
Kinerja Kinerja telah tersedia Perencanaan Kinerja Bidang Pajak disesuaikan kembali sesuai

dengan target dalam UU 1/2022 tentang
HKPD

Pedoman teknis perencanaan kinerja
Bidang P2PATDA disesuaikan kembali
sesuai dengan target dalam PP 35/2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Bidang P2PATDA

Pedoman teknis perencanaan kinerja
Bidang PDLL disesuaikan kembali sesuai
dengan target dalam Perda 3/2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Bidang PDLL

Pedoman teknis perencanaan kinerja
Bidang Wasbin disesuaikan kembali
sesuai dengan cascading dan cross-
cutting internal dan eksternal

Bidang Wasbin

Pedoman teknis perencanaan kinerja Sekretariat
Sekretariat disesuaikan kembali sesuai

dengan hasil penilaian e-kinerja individu

pegawai

Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB Puslia

UPTB Puslia disesuaikan kembali sesuai
dengan hasil pelaksanaan elektronifikasi
pemerintah daerah

Terdapat Pedoman Teknis
Perencanaan Kinerja
Jangka Panjang

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka panjang Bidang Pajak disesuaikan
kembali sesuai dengan target dan
indicator yang tertuang di dalam
dokumen RPJPD 2005 — 2025

Bidang Pajak

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka panjang Bidang P2PATDA
disesuaikan kembali sesuai dengan
target dan indicator yang tertuang di
dalam dokumen RPJPD 2005 — 2025

Bidang P2PATDA

Pedoman teknis perencanaan kinerja

Bidang PDLL




jangka panjang Bidang PDLL disesuaikan
kembali sesuai dengan target dan
indicator yang tertuang di dalam
dokumen RPIPD 2005 — 2025

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka panjang Bidang Wasbin
disesuaikan kembali sesuai dengan
target dan indicator yang tertuang di
dalam dokumen RPJPD 2005 — 2025

Bidang Wasbin

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka panjang Sekretariat disesuaikan
kembali sesuai dengan target dan
indicator yang tertuang di dalam
dokumen RPJPD 2005 — 2025

Sekretariat

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka panjang UPTB Puslia disesuaikan
kembali sesuai dengan target dan
indicator yang tertuang di dalam
dokumen RPIPD 2005 — 2025

UPTB Puslia

Terdapat Pedoman Teknis
Perencanaan Kinerja
Jangka Menengah

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka menengah Bidang Pajak
seharusnya merupakan cascading level di
bawah perencanaan kinerja jangka
panjang sehingga terlihat penjenjangan
kinerja dalam skala 5 tahunan

Bidang Pajak

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka menengah Bidang P2PATDA
seharusnya merupakan cascading level di
bawah perencanaan kinerja jangka
panjang sehingga terlihat penjenjangan
kinerja dalam skala 5 tahunan

Bidang P2PATDA

Perbaikan indicator kinerja Bidang PDLL
diselaraskan dengan penjenjangan
kinerja dari perencanaan kinerja jangka
panjang

Bidang PDLL

Perbaikan indicator kinerja Bidang
Wasbin diselaraskan dengan
penjenjangan kinerja dari perencanaan
kinerja jangka panjang

Bidang Wasbin

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka menengah Sekretariat seharusnya
merupakan cascading level di bawah
perencanaan kinerja jangka panjang
sehingga terlihat penjenjangan kinerja
dalam skala 5 tahunan

Sekretariat




Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka menengah UPTB Puslia
seharusnya merupakan cascading level di
bawah perencanaan kinerja jangka
panjang sehingga terlihat penjenjangan
kinerja dalam skala 5 tahunan

UPTB Puslia

Terdapat Pedoman Teknis
Perencanaan Kinerja
Jangka Pendek

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka pendek Bidang Pajak
ditambahkan dukungan anggaran yang
mendukung kinerja

Bidang Pajak

Pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka pendek Bidang P2PATDA
disesuaikan dengan hasil evaluasi
baseline realisasi tahun sebelumnya

Bidang P2PATDA

Tambahkan definisi operasional
perhitungan indicator Bidang PDLL pada
pedoman teknis perencanaan kinerja
jangka pendek

Bidang PDLL

Tambahkan hasil evaluasi SPIP BPKP
sebagai rekomendasi perbaikan indicator
kinerja Bidang Wasbin

Bidang Wasbin

Pedoman teknis perencanaan kinerja Sekretariat
jangka pendek Sekretariat disesuaikan

dengan hasil evaluasi baseline realisasi

tahun sebelumnya

Pedoman teknis perencanaan kinerja UPTB Puslia

jangka pendek UPTB Puslia ditambahkan
dukungan anggaran yang mendukung
kinerja

Terdapat Dokumen
Perencanaan Aktivitas yang
mendukung kinerja

Tambahkan penjelasan cross-cutting
aktivitas Bidang Pajak dengan
stakeholder eksternal

Bidang Pajak

Target perencanaan kinerja Bidang
P2PATDA dibuat per triwulan

Bidang P2PATDA

Tambahkan target waktu pelaksanaan
aktivitas Bidang PDLL yang mendukung
kinerja

Bidang PDLL

Tambahkan efisiensi penggunaan
sumber daya Bidang Wasbin terhadap
aktivitas mendukung kinerja

Bidang Wasbin

Tambahkan kekuatan human capital Sekretariat
internal yang mendukung aktivitas

kinerja Sekretariat

Tambahkan dukungan anggaran per UPTB Puslia

triwulan rencana penarikan dana




mendukung aktivitas kinerja UPTB Puslia

Terdapat dokumen
perencanaan anggaran
yang mendukung kinerja

Perbaikan tabel perbandingan
perencanaan anggaran dengan anggaran
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang
Pajak

Bidang Pajak

Perbaikan tabel perbandingan
perencanaan anggaran dengan anggaran
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang
P2PATDA

Bidang P2PATDA

Perbaikan tabel perbandingan
perencanaan anggaran dengan anggaran
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang
PDLL

Bidang PDLL

Perbaikan tabel perbandingan
perencanaan anggaran dengan anggaran
yang tersedia dalam RKA/DPA Bidang
Wasbin

Bidang Wasbin

Perbaikan tabel perbandingan Sekretariat
perencanaan anggaran dengan anggaran

yang tersedia dalam RKA/DPA

Sekretariat

Perbaikan tabel perbandingan UPTB Puslia

perencanaan anggaran dengan anggaran
yang tersedia dalam RKA/DPA UPTB
Puslia

Setiap unit satuan kerja
merumuskan dan
menetapkan perencanaan
kinerja

Rumusan dan penetapan perencanaan
kinerja telah sesuai dan diformalkan

Dokumen perencanaan
kinerja telah memenubhi
standar yang baik yaitu
untuk mencapai hasil
dengan ukuran kinerja
yang SMART
menggunakan
penyelarasan (cascading)
disetiap level secara logis
serta memperhatikan
kinerja bidang lain
(cross-cutting)

Dokumen perencanaan
kinerja telah diformalkan

Dokumen perencanaan kinerja telah
diformalkan

Dokumen perencanaan

kinerja telah dipublikasikan

tepat waktu

Dokumen perencanaan kinerja telah
dipublikasikan di web bapenda prov
sumsel




Dokumen perencanaan
kinerja telah
menggambarkan
kebutuhan atas kinerja
sebenarnya yang perlu
dicapai

Perbaikan kinerja Bidang Pajak sesuai
dengan hasil analisis eviews terkait
indikator pencapaian tujuan dan sasaran
OPD

Bidang Pajak

Perbaikan kinerja Bidang P2PATDA
sesuai dengan hasil analisis eviews
terkait indikator pencapaian tujuan dan
sasaran OPD

Bidang P2PATDA

Perbaikan kinerja Bidang PDLL sesuai
dengan hasil analisis eviews terkait
indikator pencapaian tujuan dan sasaran
OPD

Bidang PDLL

Perbaikan kinerja Bidang Wasbin sesuai
dengan hasil analisis eviews terkait
indikator pencapaian tujuan dan sasaran
OPD

Bidang Wasbin

Perbaikan kinerja Sekretariat sesuai Sekretariat
dengan hasil analisis eviews terkait

indikator pencapaian tujuan dan sasaran

OPD

Perbaikan kinerja UPTB Puslia sesuai UPTB Puslia

dengan hasil analisis eviews terkait
indikator pencapaian tujuan dan sasaran
OPD

Kualitas rumusan hasil
(tujuan/sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi
kinerja yang akan dicapai

Perumusan indikator Bidang Pajak
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
analisis eviews, menggambarkan bahwa
indikator tersebut sebagai critical success
factor pada sasaran strategis tingkat
intermediate outcomes level

Bidang Pajak

Perumusan indikator Bidang P2PATDA
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
analisis eviews, menggambarkan bahwa
indikator tersebut sebagai critical success
factor pada sasaran strategis tingkat
intermediate outcomes level

Bidang P2PATDA

Perumusan indikator Bidang PDLL
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
analisis eviews, menggambarkan bahwa
indikator tersebut sebagai critical success
factor pada sasaran strategis tingkat
intermediate outcomes level

Bidang PDLL

Perumusan indikator Bidang Wasbin

Bidang Wasbin




disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
analisis eviews, menggambarkan bahwa
indikator tersebut sebagai critical success
factor pada sasaran strategis tingkat
intermediate outcomes level

Perumusan indikator Sekretariat
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
analisis eviews, menggambarkan bahwa
indikator tersebut sebagai critical success
factor pada sasaran strategis tingkat
intermediate outcomes level

Sekretariat

Perumusan indikator UPTB Puslia
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil
analisis eviews, menggambarkan bahwa
indikator tersebut sebagai critical success
factor pada sasaran strategis tingkat
intermediate outcomes level

UPTB Puslia

Ukuran keberhasilan
(indikator kinerja) telah
memenuhi kriteria SMART

Indikator kinerja Bidang Pajak belum
spesifik mengarahkan pada tujuan dan
sasaran OPD

Bidang Pajak

Indikator kinerja Bidang P2PATDA belum
menggambarkan indikator yang jelas dan
dapat dihitung dengan definisi
operasional yang baku

Bidang P2PATDA

Indikator kinerja Bidang PDLL belum
menggambarkan indikator yang dapat
dicapai

Bidang PDLL

Indikator kinerja Bidang Wasbin harus
relevant dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi

Bidang Wasbin

Indikator kinerja Sekretariat harus Sekretariat
berbasis waktu kondisi saat ini
Indikator kinerja UPTB Puslia belum jelas | UPTB Puslia

menggambarkan target yang dapat
diukur

Indikator Kinerja Utama
(IKU) telah
menggambarkan kondisi
kinerja utama yang harus
dicapai, tertuang secara
berkelanjutan (sustainable,
tidak sering diganti dalam
1 periode perencanaan
strategis)

IKU telah sesuai dengan indikator RPJMD
dan telah sustainable

Target yang ditetapkan

Target kinerja Bidang Pajak belum

Bidang Pajak




dalam perencanaan kinerja
dapat dicapai (achievable),
menantang dan realisistis

menggambarkan kinerja yang realistis
untuk dicapai

Target kinerja Bidang P2PATDA belum
menggambarkan kinerja yang realistis
untuk dicapai

Bidang P2PATDA

Target kinerja Bidang PDLL belum
menggambarkan kinerja yang realistis
untuk dicapai

Bidang PDLL

Target kinerja Bidang Wasbin belum
menggambarkan kinerja yang realistis
untuk dicapai

Bidang Wasbin

Target kinerja Sekretariat belum Sekretariat
menggambarkan kinerja yang realistis

untuk dicapai

Target kinerja UPTB Puslia belum UPTB Puslia

menggambarkan kinerja yang realistis
untuk dicapai

Setiap dokumen
perencanaan kinerja
menggambarkan hubungan
yang berkesinambungan
serta selaras antara
kondisi/hasil yang akan
dicapai di setiap level
jabatan (cascading)

Perencanaan kinerja Bidang Pajak belum
menggambarkan cross-cutting eksternal

Bidang Pajak

Perencanaan kinerja Bidang P2PATDA

disesuaikan kembali sesuai dengan hasil

cascading tujuan dan sasaran OPD

Bidang P2PATDA

Perencanaan kinerja Bidang PDLL

disesuaikan kembali sesuai dengan hasil

cascading tujuan dan sasaran OPD

Bidang PDLL

Perencanaan kinerja Bidang Wasbin

disesuaikan kembali sesuai dengan hasil

cascading tujuan dan sasaran OPD

Bidang Wasbin

Perencanaan kinerja Sekretariat Sekretariat
disesuaikan kembali sesuai dengan hasil

cascading tujuan dan sasaran OPD

Perencanaan kinerja UPTB Puslia belum UPTB Puslia

menggambarkan cross-cutting eksternal

Perencanaan kinerja dapat
memberikan informasi
tentang hubungan kinerja,
strategi, kebijakan bahkan
aktivitas antar

Tambahkan strategi yang akan
dilaksanakan Bidang Pajak sehubungan
dengan cross-cutting eksternal

Bidang Pajak




bidang/dengan tugas dan
fungsi lain yang berkaitan
(cross-cutting)

Tambahkan kebijakan yang akan
dilaksanakan Bidang P2PATDA
sehubungan dengan cross-cutting baik
internal dan eksternal

Bidang P2PATDA

Tambahkan penjelasan hubungan tata
kerja Bidang PDLL dengan OPD
Pemungut Retribusi sehingga terjadi
cross-cutting eksternal

Bidang PDLL

Tambahkan penjelasan hubungan tata
kerja Bidang Wasbin dengan bidang
sehingga terjadi cross-cutting internal

Bidang Wasbin

Tambahkan penjelasan hubungan tata Sekretariat
kerja Sekretariat dengan bidang

sehingga terjadi cross-cutting internal

Tambahkan penjelasan hubungan tata UPTB Puslia

kerja UPTB Puslia dengan bidang
sehingga terjadi cross-cutting internal

10.

Setiap pegawai
merumuskan dan
menetapkan perencanaan
kinerja

Seluruh pegawai telah membuat

perjanjian kinerja terintegrasi dengan e-

kinerja

Perencanaan kinerja
telah dimanfaatkan
untuk mewujudkan hasil
yang bersinambungan

Anggaran yang ditetapkan
telah mengacu pada
kinerja yang ingin dicapai

Aktivitas yang dilaksanakan
telah mendukung kinerja
yang ingin dicapai

Target yang ditetapkan
dalam perencanaan kinerja
telah dicapai dengan baik,
atau setidaknya masih on
the track

Percepatan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan pada
Bidang Pajak karena hal ini sebagai alat
untuk mencapai target tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan

Bidang Pajak

Percepatan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan pada
Bidang P2PATDA karena hal ini sebagai
alat untuk mencapai target tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan

Bidang P2PATDA

Percepatan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan pada
Bidang PDLL karena hal ini sebagai alat
untuk mencapai target tujuan dan

Bidang PDLL




sasaran yang telah ditetapkan

Percepatan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan pada
Bidang Wasbin karena hal ini sebagai
alat untuk mencapai target tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan

Bidang Wasbin

Percepatan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan pada
Sekretariat karena hal ini sebagai alat
untuk mencapai target tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan

Sekretariat

Percepatan pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan pada
UPTB Puslia karena hal ini sebagai alat
untuk mencapai target tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan

UPTB Puslia

Rencana aksi kinerja dapat
berjalan dinamis karena
capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala

Pemantauan dan evaluasi secara berkala
waktu telah dilaksanakan baik per
triwulan dan per bulan

Terdapat
perbaikan/penyempurnaan
dokumen perencanaan
kinerja yang ditetapkan
dari hasil analisis perbaikan
kinerja sebelumnya

Catatan rekomendasi kinerja rendah
pada periode sebelumnya untuk upaya
perbaikan di masa mendatang agar
dilihat kembali

Semua Bidang dan
UPTB Puslia

Terdapat
perbaikan/penyempurnaan
dokumen perencanaan
kinerja dalam mewujudkan
kondisi/hasil yang lebih
baik

Catatan rekomendasi kinerja rendah
pada periode sebelumnya untuk upaya
perbaikan di masa mendatang agar
dilihat kembali

Semua Bidang dan
UPTB Puslia

Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli
serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang
telah direncanakan

Unit/satuan kerja telah memahami untuk
berkomitmen mencapai kinerja lebih baik
sesuai dengan hasil rapat optimasi
bersama Ka. Bapenda

Semua Bidang dan
UPTB Puslia

Setiap pegawai memahami
dan peduli serta
berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang
telah direncanakan

Unit/satuan kerja telah memahami untuk
berkomitmen mencapai kinerja lebih baik
sesuai dengan hasil rapat optimasi
bersama Ka. Bapenda

Semua Bidang dan
UPTB Puslia

Pengukuran
kinerja

Pengukuran kinerja telah
dilakukan

Terdapat pedoman teknis
pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja

Pedoman teknis pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja telah ada dan
sudah ada SOP nya




Terdapat definisi
operasional yang jelas atas
kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja

Defisini operasional Bidang Pajak belum
jelas, ditambahkan perhitungan yang
realistis

Bidang Pajak

Defisini operasional Bidang P2PATDA
belum jelas, ditambahkan perhitungan
yang realistis

Bidang P2PATDA

Defisini operasional Bidang PDLL belum
jelas, ditambahkan perhitungan yang
realistis

Bidang PDLL

Defisini operasional Bidang Wasbin
belum jelas, ditambahkan perhitungan
yang realistis

Bidang Wasbin

Defisini operasional Sekretariat belum Sekretariat
jelas, ditambahkan perhitungan yang

realistis

Defisini operasional UPTB Puslia belum UPTB Puslia

jelas, ditambahkan perhitungan yang
realistis

Terdapat mekanisme yang
jelas terhadap
pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan

SOP mengenai mekanisme pengumpulan
data kinerja telah ada

Pengukuran kinerja telah
menjadi kebutuhan
dalam mewujudkan
kinerja secara efektif dan
efisien dan telah
dilakukan secara
berjenjang dan
berkelanjutan

Pimpinan selalu terlibat
sebagai pengambil
keputusan (decision maker)
dalam mengukur capaian
kinerja

Pimpinan telah memberikan arahan
terkait dengan kinerja dalam bentuk
rapat koordinasi optimasi

Data kinerja yang
dikumpulkan telah relevan
untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan

Data kinerja yang dikumpulkan telah
relevan dengan indikator yang ingin
dicapai

Data kinerja yang
dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja
yang diharapkan

Tambahkan data BPS sebagai
pembanding data kinerja Bapenda

Semua Bidang dan
UPTB Puslia

Pengukuran kinerja telah
dilakukan secara berkala

Melalui dokumen Kinerja dan Fakta
Bapenda (KITAB) pengukuran kinerja
telah dilaksanakan secara berkala waktu

Setiap level organisasi
melakukan pemantauan
atas pengukuran capaian

Pemantauan atas pengukuran kinerja
Bidang Pajak belum seluruhnya sampai
ke level operasional

Bidang Pajak




kinerja unit di bawahnya
secara berjenjang

Pemantauan atas pengukuran kinerja
Bidang P2PATDA belum seluruhnya
sampai ke level operasional

Bidang P2PATDA

Pemantauan atas pengukuran kinerja
Bidang PDLL belum seluruhnya sampai
ke level operasional

Bidang PDLL

Pemantauan atas pengukuran kinerja
Bidang Wasbin belum seluruhnya sampai
ke level operasional

Bidang Wasbin

Pemantauan atas pengukuran kinerja Sekretariat
Sekretariat belum seluruhnya sampai ke

level operasional

Pemantauan atas pengukuran kinerja UPTB Puslia

UPTB Puslia belum seluruhnya sampai ke
level operasional

Pengumpulan data kinerja
telah memanfaatkan
teknologi informasi
(aplikasi)

Pengukuran capaian kinerja telah
memanfaatkan alat analisis eviews
dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja
(SI KEN KIN)

Pengukuran capaian kinerja
telah memanfaatkan
teknologi informasi
(aplikasi)

Pengukuran capaian kinerja telah
memanfaatkan alat analisis eviews
dengan Sistem Informasi Kendali Kinerja
(SI KEN KIN)

Pengukuran kinerja telah
dijadikan dasar dalam
pemberian reward dan
punishment serta
penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja
yang efektif dan efisien

Pengukuran kinerja telah
menjadi dasar dalam
penyesuaian
(pemberian/pengurangan)
tunjangan
kinerja/penghasilan

Hasil pengukuran kinerja telah dijadikan
dasar pembayaran tunjangan perbaikan
penghasilan (TPP) berdasarkan prestasi
kerja

Pengukuran kinerja telah
menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan
jabatan baik structural
maupun fungsional

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian (refocusing)
organisasi

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja

Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum
sepenuhnya mempengaruhi strategi
pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pajak




Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA
belum sepenuhnya mempengaruhi
strategi pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang P2PATDA

Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum
sepenuhnya mempengaruhi strategi
pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang PDLL

Pengukuran kinerja Bidang Wasbin
belum sepenuhnya mempengaruhi
strategi pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Wasbin

Pengukuran kinerja Sekretariat belum Sekretariat
sepenuhnya mempengaruhi strategi

pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum UPTB Puslia

sepenuhnya mempengaruhi strategi
pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian kebijakan
dalam mencapai kinerja

Pengukuran kinerja Bidang Pajak belum
sepenuhnya mempengaruhi kebijakan
pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pajak

Pengukuran kinerja Bidang P2PATDA
belum sepenuhnya mempengaruhi
kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang P2PATDA

Pengukuran kinerja Bidang PDLL belum
sepenuhnya mempengaruhi kebijakan
pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang PDLL

Pengukuran kinerja Bidang Wasbin
belum sepenuhnya mempengaruhi
kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Wasbin

Pengukuran kinerja Sekretariat belum Sekretariat
sepenuhnya mempengaruhi kebijakan

pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengukuran kinerja UPTB Puslia belum UPTB Puslia

sepenuhnya mempengaruhi kebijakan
pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian aktivitas
dalam mencapai kinerja

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
aktivitas kinerja bidang

Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesuaian anggaran
dalam mencapai kinerja

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi
proporsional anggaran

Terdapat efisiensi atas
penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja

Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar
dalam efisiensi anggaran




9. | Setiap unit/satuan kerja Unit atau satuan kerja mulai memahami
memahami dan peduli atas dan peduli pentingnya pengukuran
hasil pengukuran kinerja kinerja
10. | Setiap pegawai memahami Unit atau satuan kerja mulai memahami
dan peduli atas hasil dan peduli pentingnya pengukuran
pengukuran kinerja kinerja
Pelaporan Terdapat dokumen 1. | Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan kinerja telah disusun
Kinerja laporan yang telah disusun
menggambarkan kinerja
2. | Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan kinerja telah disusun
telah disusun secara secara berkala per triwulan per bulan
berkala
3. | Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan kinerja telah
telah diformalkan diformalkan
4. | Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan kinerja Bidang Pajak Bidang Pajak
telah direviu sebagian baru dilakukan reviu
Dokumen laporan kinerja Bidang Bidang P2PATDA
P2PATDA sebagian baru dilakukan reviu
Dokumen laporan kinerja Bidang PDLL Bidang PDLL
sebagian baru dilakukan reviu
Dokumen laporan kinerja Bidang Wasbin | Bidang Wasbin
sebagian baru dilakukan reviu
Dokumen laporan kinerja Sekretariat Sekretariat
sebagian baru dilakukan reviu
Dokumen laporan kinerja UPTB Puslia UPTB Puslia
sebagian baru dilakukan reviu
5. | Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan kinerja telah
telah dipublikasikan dipublikasikan
6. | Dokumen laporan kinerja

telah disampaikan tepat
waktu

Dokumen laporan kinerja telah
disampaikan tepat waktu

HMAD RIZWAN, S.STP., M.M
BINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001



User
Tanda Tangan Pak Kaban

User
Bapenda


Laporan Aksi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN/ RINCIAN SUB PROGRAM/KEGIATAN / SUB ANGGARAN CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG KET
STRATEGIS UTAMA G G TRIWULAN I JAWAB
KEGIATAN KEGIATAN TARGET REALISASI
. - Jumlah Dokumen Tertanggihnya
_ 2,02 Penagihan Pajak Daerah WP yang Memiliki Piutang Pajak 1.422.980.200
Meningkatnya Indeks Kapasitas Fiskal
1. Kapasitas Fiskal Daerah P - 0,505 2,493 496,61 | Kepala Badan
Daerah Pendataan dan Pendaftaraan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
2,02 Obiek Paiak Daerah Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 510.000.000
) L Data Pajak Daerah
Meningkatnya
2. A!(unt_abllltas . Nilai SAKIP Bapenda 84,07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2.600.000 10,00 12,03 120,30 | Kepala Badan
Kinerja Instansi Daerah Perangkat Daerah
Pemerintah
Meningkatnya - ) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, .
3. Kemandirian Indeks Kemandirian Fiskal 0,458 Pelaporan Basis Data Pajak Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 98.500.000 0,11 0,518 470,91 Kabid
) Daerah : P2PATDA
Fiskal Daerah Daerah Data Pajak Daerah
Meningkatnya
4 pg:éjgwt;ltj::n Pertumbuhan pendapatan 1.28 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 120.800.000 032 (3,38) (1.054,60) Kepala Bidang
- | P p daerah dalam APBD ! Provinsi Dana Bagi Hasil Provinsi e ! ! e PDLL
daerah dalam
APBD
Meningkatnya Jumlah Laporan Pelaksanaan
5 Ko_ntrlbu5| Rasio | Rasio Pajak Daerah 1,252 Peny_uluhan c!an Penyebarluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan 2.106.800.000 0,31 0,159 51,29 Kepala Bidang
Pajak Daerah terhadap PDRB Kebijakan Pajak Daerah ! . Pajak
Kebijakan Pajak Daerah
terhadap PDRB
Meningkatnya
kontribusi PAD I Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, .
6. | terhadap Persentase PAD terhadap 49,89 Pengolahan Data Retribusi Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 144.000.000 12,51 51,782 415,25 Kepalg Bidang
Pendapatan Daerah Daerah P Wasbin
Pendapatan Retribusi Daerah
Daerah
Meningkatnya Persentase Realisasi Pendataan dan Pendaftaran Objek | Jumlah Data Objek, Subjek dan Kepala Bidan
7. | Pendapatan Asli | Pencapaian Pendapatan 92,21 | petribust Dacrah ) Watlh Retribusi |]3 h ) 102.000.000 10,00 16,566 165,66 | o Pk 9
Daerah Asli etribusi Daera ajib Retribusi Daera aja




Pengolahan Data Retribusi

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,

Kepala Bidang

Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 144.000.000 ;
Daerah P Pajak
Retribusi Daerah
Meningkatnya
Kredibilitas Deviasi Realisasi PAD Jumlah Laporan Permasalahan yang
Penerimaan _ Terhadap Anggaran PAD 6,00 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Telah Ditindaklanjuti dan Belum 546.003.720 0,5 83,43 16.686 Kepala Bidang
Pendapatan Dari | Dalam APBD Dalam Batas Daerah o - P2PATDA
; Ditindaklanjuti
Perencanaan Toleransi
Awal
Rasio PAD Terhadap Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah Dokumen Rencana Kepala Bidang
2.1 PDRB Non Migas 0,98 Daerah Pengelolaan Pajak Daerah >48.800.000 0.2 0129 64,50 PDLL
Meningkatnya
Kontribusi PAD ] had
Terhadap PDRB Rasio PAD Terha ap Analisa dan Pen .
gembangan Pajak . . . .
9.2 PDRB Pengeluaran 1,18 Daerah, serta Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 342.700.000 0,12 0,36 295,83 Kepala Bidang

Konsumsi
Pemerintah Daerah

Kebijakan Pajak Daerah

Daerah

Pajak

Palembang, 08 April 2026

NIP. 198109232000121001
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SASARAN
STRATEGIS

KINERJA TRIWULAN I

KEGIATAN TRIWULAN I

NO. LEVEL INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARSET Jiainveae RISIKO PENUGASAN | \NGGARAN | SATUAN | PELAKSANA
INTERMEDIATE
OUTCOMES TARGET REALISASI TARGET REALISASI
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8] [9] [10] [11] [12]
Sinergi optimalisasi
pendapatan bersama Seluruh
dengan Pansus DPRD 1.422.980.200 6 bulan Bidang 10,00 0,00
Meningkatnya ) ) Optimalisasi Prov. Sumsel
1. | Kapasitas Fiskal | [deks Kapasitas Fiskal Indeks 2,02 0,505 2,493 | Pendapatan
Daerah . .
Daerah Daerah Sinergi dan
kolaborasi Opsen 17 Seluruh
PKB dan Opsen BBN- >10.000.000 Kab/Kota | Bidang 25,00 0,00
KB
Nantabiites Campa e level | Evaluasi dan Seluruh
2. S .| Nilai SAKIP Bapenda Nilai 84,07 10,00 12,03 pemantauan kinerja 72.600.000 4 kali - 15,00 0,00
Kinerja Instansi staf pelaksana Bidang
. . secara berkala waktu
Pemerintah (cascading)
Meningkatnya Indeks Kemandirian Fiskal Optimalisasi i(i)r;aetr)gcl)irgs?inOpsen 17 Bidang
3. Kgmandlrlan Daerah Indeks 0,458 0,11 0,518 | Pendapatan Asli PKB dan Opsen BBN- 98.500.000 Kab/Kota | P2PATDA 5,00 0,00
Fiskal Daerah Daerah KB
Meningkatnya . .
pertumbuhan Pertumbuhan pendapatan ngr:ﬂ:wg:in Konsolidasi fiskal
4, pendapatan P P % 1,28 0,32 (3,38) dengan pemerintah 120.800.000 4 kali Bidang PDLL 15,00 0,00
daerah dalam APBD pendapatan
daerah dalam fransfer pusat pusat
APBD P
Meningkatnya Minimnya petugas
Kontribusi Rasio | Rasio Pajak Daerah . Pelaksanaan door | penagihan yang . . .
5. Pajak Daerah terhadap PDRB Rasio 1,252 0,31 0,159 {0 door service berbasis kompetensi 2.106.800.000 8 kali Bidang Pajak 10,00 0,00
terhadap PDRB juru sita
Meningkatnya
kontribusi PAD . .
6. terhadap Persentase PAD terhadap % 12,51 19,24 51,782 Pengolahan Data Opt!mal_lsa5| objek 144.000.000 2 Bldan_g 10,00 0,00
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah retribusi daerah semester | Wasbin
Pendapatan
Daerah




Minimnya sarana

Optimalisasi rasarana sebagai
Pendapatan Asli gkibat i 9 102.000.000 | 4 kali | Bidang Pajak 20,00 0,00
Daerah (PAD) : .
jangkauan wilayah
Meningkatnya Persentase Realisasi Pelaksanaan door Mé:??g:npe;ﬁgas
Pendapatan Asli | Pencapaian Pendapatan Asli % 92,21 10,00 16,566 | oo . g bg o 9 | 2.106.800.000 | 8kali | Bidang Pajak 10,00 0,00
Daerah Daerah (PAD) to door service berbasis ompetensi
juru sita
Optimalisasi pajak
bahan bakar Jangkauan wilayah 548.800.000 | 2kali | Bidang Pajak 25,00 0,00
kendaraan perairan sungai
bermotor
Meningkatnya
Kredibilitas o -
Penerimaan _[I?:;'rgﬂaReAalr:saS;rZﬁ% AD Ekstensifikasi Terbatasnya sumber Bidan
Pendapatan Dalam AF;BDngaIam Batas % 6,00 0,5 83,43 | penerimaan pajak | potensi penerimaan 546.003.720 1 kali P2P. A'IgD A 15,00 0,00
Dari Toleransi daerah pajak daerah
Perencanaan
Awal
Persentase Rasio PAD Diversifikasi ::I;smatke:rj]apatnya
9.1 | Terhadap PDRB Non % 0,98 0,2 0,129 | penerimaan pajak 99 ak 548.800.000 1 kali Bidang Pajak 25,00 0,00
Migas daerah penerimaan paja
Meningkatnya daerah
Kontribusi PAD
Terhadap PDRB i
P ﬁgﬂg I;':E Z?J:fad:p Intensifikasi Masih terdapatnya
9.2 9 Rasio 1,18 0,12 0,36 | penerimaan pajak | wajib pajak yang non 342.700.000 2 ali Bidang Pajak 10,00 0,00

Konsumsi Pemerintah

Daerah

daerah

aktif

Palembging, 08 April 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
IRNS| SUMATERA SELATAN,

BINA UTAMA MADYA (Iv/d)
NIP. 198109232000121001
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SASARAN

TRIWULAN I

STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN/ SUB INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
NO. LEVEL INDIKAJ.?/FMIZINERJA TARGET KEGIATAN/ RINCIAN SUB PROGRAM/KEGIATAN / SUB ANGGARAN KINERJA PENJAX\\IISE; NG KET
INTERMEDIATE KEGIATAN KEGIATAN TARGET REALISASI TRIWULAN I
OUTCOMES
Meningkatnya Persentase Realisasi Jumlah Laporan Pelaksanaan
1. Rasio Pajak Penerimaan Pajak Daerah 1,73 E:E?I':Eahr?gaqglr: II;ZZZaer? arluasan Penyuluhan dan Penyebarluasan 2.106.800..000 0,61 0,52 85,24 | Bidang Pajak
Daerah Terhadap GDP ) ) Kebijakan Pajak Daerah
Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Pendataan
. - Persentase Meningkatnya Pendataan dan Pendaftaraan dan Pendaftaran Objek Pajak . .
2. Subjek Pajak Subjek Pajak Daerah 14,81 Objek Pajak Daerah Daerah, Subyek Pajak dan Wajib >10.000.000 433 3,26 71,96 | Bidang Pajak
Daerah -
Pajak Daerah
Berkurangnya .
3. | Doleansi Pajak | Fersentase C?elrk”r?r‘gn.yi 5,02 % | Penagihan Pajak Daerah w;“'ah D&"”"‘.ﬁi‘. 'Tfrtangglghf‘ylf 1.422.980.200 1,02 0,96 94,12 | Bidang Pajak
Daerah pengajuan doleansi paja yang Memiliki Piutang Paja
Berkurangnya
Kesalahan Persentase meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data umlah Dokumen yang Telah
4, Dalam Ikhtisar ketelitian ikhtisar 100 % - Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 40.000.000 25,00 30,06 120,24 | Bidang Pajak
: Pelaporan Pajak Daerah -
Pembukuan pembukuan pajak Data Pelaporan Pajak Daerah
Pajak Daerah
Meningkatnya
Rasio PAD Rasio PAD Terhadap Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan
5. Terhadap . Lo 95,43 N 42.400.000 20,00 19,24 96,20 | Bidang PDLL
. . Penerimaan Lain lain Daerah Retribusi Daerah
Penerimaan Lain
lain Dalam APBD
Meningkatnya Persentase Meningkatnya I Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
6. Pendapatan Realisasi Pendapatan 89,78 Eig?;l]ahan Data Retribusi Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 144.000.000 10,00 13,06 130,6 | Bidang PDLL
Retribusi Daerah | Retribusi Terhadap Target Retribusi Daerah
Meningkatnya i
) . L Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
7. | Pendapatan dari | Persentase Meningkatnya 83,93 | Pengolahan Data Retribusi Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 120.800.000 25,00 20,84 83,36 | Bidang PDLL
Penerimaan Bagi | Penerimaan Bagi Hasil Daerah P h
Hasil Retribusi Daera




Meningkatnya

Persentase Meningkatnya

Pendataan dan Pendaftaran

Jumlah Data Objek, Subjek dan

Daerah

Daerah

8. Elei:l;\:rzlmaan dari Penerimaan Hibah 84,83 Objek Retribusi Daerah Wajib Retribusi Daerah 102.000.000 10,00 0,00 0,00 | Bidang PDLL
Meningkatnya
Level Maturitas .
] Bidang
Pengendalian Level Maturitas Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan
9. | Intern ; 3 9 r umlah Dokumen Hasil Pemeriksaan 186.600.000 3 0,00 0,00 9
Pengendalian Intern (0 - 5) Pengawasan Pajak Daerah dan
Pengawasan .
Pembinaan
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Pemeriksaan
atas ; . . Bidang
. Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
10. Pelaksanaan Persen_tase Menlr_\gkatnya 92,91 Pengelolaan Pajak Daerah dan dan Pengawasan Pengelolaan 20.000.000 10,00 9,21 92,10 Pengawasan
Pemungutan Intensitas Pemeriksaan Retribusi Daerah Retribusi daerah dan
Pendapatan Pembinaan
Daerah
Berkurangnya
Tindak Lanjut
Penyelesaian Bidan
atas Temuan Persentase Berkurananva Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pen ag\]/vasan
11. | Penyimpangan ) . 9Ny 16,85 Pengelolaan Pajak Daerah dan dan Pengawasan Pengelolaan 20.000.000 5,03 5,03 100,00 9
Tindak Lanjut Penyelesaian S Lo dan
Pelanggaran Retribusi Daerah Retribusi daerah .
Pembinaan
Dalam
Pendapatan
Daerah
Berkurangnya
Tindakan
Represif untuk
Penertiban Bidang
1. Keamanan Pgrsentase Berkgrangnya 12,74 Pengendalian, P_emerlksaan dan Jumlar_\ Dokumen Hasil 186.600.000 3,74 0,00 0,00 Pengawasan
dalam Tindakan Refresif Pengawasan Pajak Daerah Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Pembinaan
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Penggalian
Sumber Potensi Meningkatnya Sumber . .
- ’ . Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah Dokumen Rencana Bidang
13. | Pendapatan Asli Potensi Pendapatan Asli 82,19 Daerah Pengelolaan Pajak Daerah 548.800.000 15,00 15,00 100,00 P2PATDA




Meningkatnya
Objek Penelitian

Persentase Meningkatnya

Analisa dan Pengembangan Pajak

14. | Potensi Penelitian Objek Potensi 83,81 | Daerah, serta Penyusunan IJD”a“;:gE Dokumen Hasil Analis Pajak 342.700.000 10,00 9,21 92,10 g'zdpa/i‘ﬁD A
Pendapatan Asli Pendapatan Asli Daerah Kebijakan Pajak Daerah
Daerah
Meningkatnya . :
. . Analisa dan Pengembangan Pajak . ] . .
5. Keljasamg Pergentase Meningkatnya 93,62 | Daerah, serta Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 342.700.000 10,00 10,00 100,00 Bidang
Dengan Pihak Kerjasama " . Daerah P2PATDA
. Kebijakan Pajak Daerah
Ketiga
Deregulasi . . .
" Persentase Meningkatnya Analisa dan Pengembangan Pajak . . . .
16, | Kebijakan Dalam | o o an vang 100,00 | Daerah, serta Penyusunan Jumiah Dokumen Hasil Analis Pajak 342.700.000 25,00 27,18 108,72 | Bidang
Penetapan - S " . Daerah P2PATDA
. Diharmonisasi Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Potensi
Jumlah Laporan Keuangan
;erf;ngf:fnya Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/Triwulan/Semesteran
L Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi .
17.1 ﬁlérL'lcgtr?b":Jtr?s'awaban 94,96 Bulanan/Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan 120.000.000 20,00 18,17 90,85 | Sekretariat
Keuanggn 9 SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran
9 SKPD
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 23.000.000 1,00 0,00 0,00 | Sekretariat
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Meningkatnya
ggl‘((gtlgﬁgt Persentase Efisiensi
17 Dalam 17.2 dan Efektifitas 492
’ - ’ Penggunaan ! — Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Een:jngkattan Anggaran ggiLdén:slssg_gsgéusunan Laporan Hasil Koordinasi 73.000.000 1,00 1,00 100,00 | Sekretariat
endapatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja -
Daerah Perangkat Daerah 72.600.000 1,00 1,00 100,00 | Sekretariat
Persentase
Meningkatnya
Kompetensi Sumber Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
17.3 | Daya Manusia Dalam 80,92 9 dan Fungsi yang Mengikuti 243.500.000 5,00 0,00 0,00 | Sekretariat

Peningkatan
Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pendidikan dan Pelatihan




Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas

] dan Fungsi yang Mengikuti 372.800.000 5,00 0,00 0,00 | Sekretariat
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
R _ | Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang - | g, aicasi peraturan Perundang - 293.200.000 5,00 0,00 0,00 | Sekretariat
undangan
Undangan
Meningkatnya
Layanan Persentase Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Sistem | Jumlah Dokumen Dukungan UPTB Puslia
18. | Berbasis Layanan Berbasis Teknologi 62,67 Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 7.771.400.000 10,00 7,71 77,10
Teknologi Informasi pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
Informasi
?:q;r;gl;f;nya Persentase Meningkatnya Analisa dan Pengembangan Pajak | Jumlah Laporan Pengembangan
19. ) . 9 4 91,54 Daerah, serta Penyusunan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak 342.700.000 10,00 10,00 100,00 | UPTB Puslia
Layanan Pada e Kerjasama Kebijakan Pajak Daerah Daerah
commerce ) )
Meningkatnya
Digitalisasi Persentase Meninakatnva Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan
20. | Pembayaran Penaqunaan Di itglisasiy 79,21 Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 7.771.400.000 15,00 12,48 83,20 | UPTB Puslia
Pendapatan 99 9 pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
Daerah
ggtnelnmgkatnya Persentase Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan
21. Sistem Keamanan Data 41,78 Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 7.771.400.000 5,00 0,00 0,00 | UPTB Puslia
Keamanan Data - - -
; Informasi pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
Informasi
Meningkatnya Kecepatan Lavanan Internet Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan
22. | Kecepatan u top100 MB\F/’s 100 Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 7.771.400.000 25,00 25,00 100,00 | UPTB Puslia
Internet P pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
UPTB PPD
. . Wilayah
Meningkatnya Persentase Meningkatnya Pelavanan dan Konsultasi Paiak Jumlah Laporan Permasalahan Kabupaten
23. | Pendapatan Realisasi Pendapatan Pajak 100 A ) yang Telah Ditindaklanjuti dan 546.003.720 25,00 19,14 76,56 P
: Daerah o - Kota se
Pajak Daerah Terhadap Target Belum Ditindaklanjuti
Sumatera
Selatan
UPTB PPD
Berkurangnya Persentase Berkurangnya Jumlah Dokumen Tertanggihnya \QQEJ a:ten
24. | Tunggakan Kurangny 8,62 | Penagihan Pajak Daerah en Jertangginny: 1.422.980.200 2,00 0,00 0,00 P
. Tunggakan Pajak WP yang Memiliki Piutang Pajak Kota se
Pajak Daerah Sumatera

Selatan




25.

Berkurangnya
Kesalahan
Perhitungan
Dalam
Penetapan Pajak
Daerah

Persentase Berkurangnya
Kesalahan Perhitungan
Dalam Penetapan Pajak
Daerah

9,60

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak
Daerah

UPTB PPD
Wilayah
Kabupaten
70.000.000 2,00 0,00 0,00 | Kota se
Sumatera
Selatan

Palembang; 08 April 2026
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SASARAN
STRATEGIS

KINERJA TRIWULAN I

KEGIATAN TRIWULAN I

NO. LEVEL INDIKATOR KINERJA SATUAN | TORSET AN RISIKO PENUGASAN | ANGGARAN | SATUAN | PELAKSANA
INTERMEDIATE
OUTCOMES TARGET REALISASI TARGET REALISASI
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8] [9] [10] [11] [12]
Penvuluhan dan Minimnya sarana
Meningkatnya Persentase Realisasi Penyebarluasan prasarana media
1. Rasio Pajak Penerimaan Pajak Daerah % 1,73 0,61 0,52 A . penyampaian 2.106.800.000 4 kali Bidang Pajak 10,00 0,00
Kebijakan Pajak AT
Daerah Terhadap GDP D diseminasi pajak
aerah
daerah
Meningkatnya Masih terdapatnya
- - Persentase Meningkatnya o Penetapan wajib objek wajib pajak . . .
2. gub]ek Pajak Subjek Pajak Daerah %o 14,81 4,53 3,26 pajak daerah baru yang belum 510.000.000 1 kali Bidang Pajak 5,00 0,00
aerah .
ditetapkan
Berkurangnya Persentase berkurangnya Penagihan pajak Masih terdapatnya
3. | Doleansi Pajak vl 9 .yk % 5,02 1,02 09 | gh paj pengajuan doleansi 1.422.980.200 | 2kali | Bidang Pajak 15,00 0,00
Daerah pengajuan doleansi paja aera pajak daerah
Berkurangnya . Masih terdapatnya
Kesalahan Persentase meningkatnya \F;Z?i%lll(t;asrgaatr; kesalahan dalam
4, Dalam Ikhtisar ketelitian ikhtisar % 100 25,00 30,06 Pelanoran Paiak pembukuan dan 40.000.000 4 kali Bidang Pajak 25,00 0,00
Pembukuan pembukuan pajak Daegh ) pelaporan pajak
Pajak Daerah daerah
Meningkatnya Analisa dan
Rasio PAD Pengembangan Masih terdapatnya
5. | Terhadap Rasio PAD Terhadap Rasio 95,43 20,00 19,24 | Retribusi Daerah, | potensi retribusi yang 42.400.000 | 2kali | Bidang PDLL 5,00 0,00
Penerimaan Penerimaan Lain lain serta Penyusunan belum digali untuk
Lain lain Dalam Kebijakan peningkatan PAD
APBD Retribusi Daerah
. Kerjasama
y::éggléétl;gya Persentase Meningkatnya Perencanaan pemanfaatan
6. Japa Realisasi Pendapatan % 89,78 10,00 13,06 | Pengelolaan terhadap objek 144.000.000 1 kali Bidang PDLL 10,00 0,00
Retribusi . O Lo -
Daerah Retribusi Terhadap Target Retribusi Daerah retribusi masih belum

optimal




Meningkatnya
Pendapatan dari

Persentase Meningkatnya

Pengelolaan Dana

Pola intensifikasi
belum optimal

o . .
/- Penerimaan Penerimaan Bagi Hasil %o 83,93 25,00 20,84 Bagi Hasil Provinsi | terhadap penerimaan 120.800.000 4 kali Bidang PDLL 15,00 0,00
Bagi Hasil pusat
Meningkatnya . .
; . | Persentase Meningkatnya o Pengolahan Data Belum optimalnya . .
8. II?”el?i;alzlmaan dari Penerimaan Hibah %o 84,83 10,00 0,00 Retribusi Daerah penerimaan hibah 102.000.000 4 kali Bidang PDLL 20,00 0,00
Meningkatnya
Level MatL!ntas Pengendalian, Belum optimalnya Bidang
Pengendalian Level Maturitas Pemeriksaan dan enerapan Pengawasan
9. | Intern : Nilai 3 3 0,00 n | penerapan 186.600.000 | 4 kali 9 15,00 0,00
P Pengendalian Intern (0 - 5) Pengawasan Pajak | pengendalian intern dan
engawasan - .
Daerah pemerintah Pembinaan
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
zfarzerlksaan Pembinaan dan Belum optimalnya Bidang
Persentase Meningkatnya o Pengawasan Pajak | pengawasan pajak . Pengawasan
10. | Pelaksanaan Intensitas Pemeriksaan o 92,91 10,00 921 Daerah dan daerah dan retribusi 20.000.000 2 kall dan 5,00 0,00
Pemungutan S .
Retribusi Daerah daerah Pembinaan
Pendapatan
Daerah
Berkurangnya
Tindak Lanjut
Penyelesaian Pembinaan dan . Bidang
atas Temuan Persentase Berkurangnya Pengawasan Pajak Masih terdapatnya Pengawasan
11. | Penyimpangan . . gnye % 16,85 5,03 5,03 9 13K | pelanggaran dalam 20.000.000 | 2 kali 9 5,00 0,00
Tindak Lanjut Penyelesaian Daerah dan dan
Pelanggaran L pendapatan daerah .
Retribusi Daerah Pembinaan
Dalam
Pendapatan
Daerah
Berkurangnya
Tindakan
Represif untuk . ! .
Penertiban Pengepdallan, Masih terdapatnya Bidang
12. | Keamanan Pgrsentase Berk_urangnya % 12,74 3,74 0,00 Pemeriksaan da_n pelaksanagn yang 186.600.000 4 Kali Pengawasan 15,00 0,00
Tindakan Refresif Pengawasan Pajak | belum tertib sesuai dan
dalam .
Daerah dengan SOP Pembinaan
Pelaksanaan
Pendapatan

Daerah




Analisa dan

Meningkatnya Penaembanaan Pengembangan pajak
Penggalian Persentase Meningkatnya Pa'agk Daeragh daerah belum Bidan
13. | Sumber Potensi | Sumber Potensi Pendapatan % 82,19 15,00 15,00 ) ! sepenuhnya mengacu 548.800.000 1 kali 9 5,00 0,00
; B serta Penyusunan P2PATDA
Pendapatan Asli | Asli Daerah o . pada kemampuan
Kebijakan Pajak -
Daerah dan kapasitas daerah
Daerah
Meningkatnya
Objek Penelitian | Persentase Meningkatnya EZ:qgeoliIEI;?ana’n dan Penelitian berbasis Bidan
14. | Potensi Penelitian Objek Potensi % 83,81 10,00 9,21 : atas daya dukung 342.700.000 1 kali g 10,00 0,00
. ) Pelaporan Basis . P2PATDA
Pendapatan Asli | Pendapatan Asli Daerah . daerah belum optimal
Data Pajak Daerah
Daerah
Analisa dan
Meningkatnya Pengembangan Belum optimalnya
Kerjasama Persentase Meningkatnya o Retribusi Daerah, penggalian sumber . Bidang
15. Dengan Pihak Kerjasama Yo 93,62 10,00 10,00 serta Penyusunan retribusi baru bagi 342.700.000 4 kall P2PATDA >,00 0,00
Ketiga Kebijakan daerah
Retribusi Daerah
Deregulasi Masih terdapatnya
Kebijakan Persentase Meningkatnya Perencanaan kebijakan yang belum Bidan
16. | Dalam Peraturan yang % 100,00 25,00 27,18 | Pengelolaan Pajak | diharmonisasi terkait 342.700.000 1 kali 9 15,00 0,00
- S - P2PATDA
Penetapan Diharmonisasi Daerah dengan kebijakan
Sumber Potensi investasi daerah
Persentase Koordinasi
Meningkatnya Penyusunan Masih terdapatnya
- Laporan Keuangan | jurnal koreksi atas . .
0,
Meningkatnya 1.1 Akuntabllltas_ %o 94,96 20,00 18,17 Bulanan / pertanggungjawaban 120.000.000 4 kali Sekretariat 10,00 0,00
Pertanggungjawaban .
Dukungan Keuanaan Triwulan / keuangan
Sekretariat 9 Semesteran SKPD
17. | Dalam
Peningkatan
Pendapatan Persentase Efisiensi Penyusunan Masih terdapatnya
acren 1.2 | dan Efektifitas % 4,92 1,00 0,00 | Dokumen GAP antara dokumen 73.000.000 | 2kali | Sekretariat 15,00 0,00
’ Penggunaan 0 ! ! ! Perencanaan perencanaan dengan e ! !

Anggaran

Perangkat Daerah

dokumen anggaran




Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan
evaluasi terhadap

Perangkat Daerah | Kinerja dilakukan 72.600.000 4 kali Sekretariat 15,00 0,00
secara berkala
Koordinasi dan Evaluasi kinerja
Penyusunan anggaran terhadap . .
Dokumen RKA- sasaran strategis 73.000.000 2 kali Sekretariat 15,00 0,00
SKPD belum optimal
Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan tugas . .
Pelaksanaan ASN belum optimal 372.800.000 4 kali Sekretariat 20,00 0,00
Tugas ASN
Persentase
Kompetenst umber pendidican dan | 200 O
o . .
1.3 | paya Manusia Dalam Yo 80,92 >,00 0,00 gzzt;';zrr‘k:ﬁgawa' mempunyai 372.800.000 | 4kali | Sekretariat 20,00 0,00
Peningkatan Tugas dan Funasi kompetensi sesuai
Pendapatan Daerah 9 9 dengan kinerja ASN
Sosialisasi Peningkatan capacity
Peraturan building bagi pegawai | 593 500000 | 4 kali | Sekretariat 20,00 0,00
Perundang - terhadap peraturan
undangan terkait kinerja ASN
Dukungan
Meningkatnya Pelaksanaan .
Layanan Persentase Meningkatnya Sistem M:;'h L:ir;gihnya
18. | Berbasis Layanan Berbasis Teknologi % 62,67 10,00 7,71 | Pemerintahan pengguna: 7.771.400.000 4 kali UPTB Puslia 15,00 0,00
. h - digitalisasi dalam
Teknologi Informasi Berbasis SPBE
Informasi Elektronik pada
SKPD
Meningkatnya Belum optimalnya
19. | Kerjasama Persentase Meningkatnya % 91,54 10,00 10,00 | Meningkatnya kerjasama layanan e 342.700.000 | 1kali | UPTB Puslia 10,00 0,00
Layanan Pada e | Kerjasama modern channel commerce pada
commerce pembayaran pajak




Meningkatnya

Pengembangan

Digitallsasi Persentase Meningkatnya digitalisasi dalam Belum optimalnya
20. | Pembayaran ningkatny % 79,21 15,00 12,48 9 : layanan berbasis 7.771.400.000 1 kali UPTB Puslia 10,00 0,00
Penggunaan Digitalisasi pembayaran pajak BRI
Pendapatan digitalisasi
daerah
Daerah
g/:(satl'lé:qgkatnya Persentase Meningkatnya Pemeliharaan E?:ig;igg?:g:n
21. Sistem Keamanan Data % 41,78 5,00 0,00 | asset tak 9 ) - 7.771.400.000 2 kali UPTB Puslia 15,00 0,00
Keamanan Data Informasi berwuiud system informasi
Informasi ) basis pajak daerah
Meningkatnya Peningkatan akses .
22. | Kecepatan Eecteopi‘gao”h}lg’;z"a” Internet | vigps 100 25,00 25,00 | internet pada E’:gf}'ﬁ‘ Steg‘:aaprzg”ya 7.771.400.000 | 4kali | UPTB Puslia 20,00 0,00
Internet P blank spot area P
Masih rendahnya :/JvFi)I-Ia-\BaiPD
Meningkatnya Persentase Meningkatnya Optimalisasi partisipasi wajib Kablzl aten
23. | Pendapatan Realisasi Pendapatan Pajak % 100 25,00 19,14 | pendapatan pajak | pajak dalam 546.003.720 4 kali Kota 2e 10,00 0,00
Pajak Daerah Terhadap Target daerah membayar pajak
Sumatera
daerah
Selatan
UPTB PPD
Berkurangnya Persentase Berkurangnya Optimalisasi ::I.lr::sg;gatl(far(rjla(:rl)aaltaln%a \Ii\glt?gs:ten
24. | Tunggakan - % 8,62 2,00 0,00 | pelaksanaan door - 1.422.980.200 4 kali 20,00 0,00
- Tunggakan Pajak - pembayaran pajak Kota se
Pajak Daerah to door service
daerah Sumatera
Selatan
Berkurangnya UPTB PPD
Kesalahan Persentase Berkurangnya Penelitian dan Masih terdapatnya Wilayah
25, Perhitungan Kesalahan Perhltunga'm % 9,60 2,00 0,00 Verifikasi Datg kesa!ahan . 20.000.000 1 kali Kabupaten 15,00 0,00
Dalam Dalam Penetapan Pajak Pelaporan Pajak perhitungan sesuai Kota se
Penetapan Daerah Daerah dengan NJKB Sumatera
Pajak Daerah Selatan




Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran 2026
TRIWULAN I
NO. | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
TARGET REALISASI KINERJA (%)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 IV!enlngkatnya Kapasitas | Indeks Kapasitas Fiskal 0,502 2493 496,61
Fiskal Daerah Daerah
Meningkatnya
2. | Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP Bapenda 10,00 12,03 120,30
Instansi Pemerintah
Meningkatnya Deviasi Realisasi PAD
Kredibilitas Penerimaan | Terhadap Anggaran PAD
3. Pendapatan Dari | Dalam APBD (Revenue 0,5 8343 16.686
Perencanaan Awal Mobilization)
Meningkatnya .
4. | Kemandirian Fiskal | [ndeks ~ Kemandirian | 4 0,518 470,91
Fiskal Daerah
Daerah
M:;:Jnrgléathn;/: Pertumbuhan
5. |P pendapatan daerah 0,32 (3,38) (1.054,69)
pendapatan daerah dalam APBD
dalam APBD
Meningkatnya ) i
6. | Kontribusi Rasio Pajak tRearﬂg ” PF?JDaF'{‘B Daerah 0,31 0,159 51,29
Daerah terhadap PDRB P
Meningkatnya kontribusi | Persentase PAD
7. | PAD terhadap | terhadap  Pendapatan 12,47 51,782 415,25
Pendapatan Daerah Daerah
Meninakatnva Persentase Realisasi
8. Pen dagatanyAin Daerah Pencapaian Pendapatan 10,00 16,566 165,66
P Asli Daerah (PAD
Persentase Rasio PAD
Terhadap PDRB Non 0,2 0,129 64,50
Meningkatnya Migas
9. _'§0nrff'3US'PDRB PAD | Rasio PAD Terhadap
erhadap
PDRB _ Pengelu_aran 0,12 0,36 295,83
Konsumsi  Pemerintah
Daerah

AMAD RIZWAN, S. STP.,, M.M
NA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001
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MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

MONITORING DAN EVALUAST KINERIA ANGGARAN REALISAST ANGGARAN ANALISA
PENANGGUNGIAWAB
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA Triwuln 1 [ Trwian 11 Triwalan 11 Triwulan IV [ Tahunan CATATAN REKOMENDAST PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RINCIANAKTIVITAS |  RISIKO PENUGASAN Triwulan 1 [ Triwulan 11 [ Triwulan 11T [ Triwulan IV vy PELAKSANA KETERANGAN
Mendukung Knerja | RKA/DPA % Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Target [ Resias | 9 Capaian | Target  eaias [ 90 Capaian | Targt [ esias 50 Copan | Targt [ ios [ 54 Copoin | Target [ s [ 34 Capoion g | % | e | | mea | % | e %
21 [E] [ T s [ e [ o [ s [ o ol [ an 1121 131 4l 1151 1161 171 1181 K} 0] 211 221 231 [E] 5] I 1261 [z 1281 291 301 [ETT| 521 1331 B4 [ G5 361 I 71 1381
Daerah 0505|2403 43663 1 Manajemen wajb menganaisis riko-risko yang 1 Proaram Penaclolean Pendapatan Decreh 142298020000 | 142236020000 | 100.000| Optimaias Pencapatan | Snrgi dan koiaborasi Opsen ~ | oo ~ | oo ~ | oo ~ | 00om| 1 Siergi den koboras pesksenean Opsen PKB dan 1 Sumber Daya Manusia yang berkuaitas menjadi apek. Keodla Baoenda Bidana Paisk
enghantat pencpaan jan orgonkos. Dacran PKB dan Opsen BEN-KB Opsen BBN-KB bersoma dengan Pemerinish pentng dalam pencapaian target kinerja Perangiat Bidang PIPATDA
Manajemen agar memfokuskan pengambi Kabupaten/Kota Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi Bidang PDLL
Kewan bt e+ yong memi ko dapat memberian gambaran analiss serta dapat Bidang Wasbin
oot 2 Memanfoatkan teknobogi  untuk g0l ~sumber
wansks pembayaran  pojok doerah _ sepert,
2 pelayanan terhadap wafb pajak harus berdasarkan pembayaran secara non twnai menggunakan. mesin
pada sandar yang teah dietapkan. Sandarias EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran paick 2 Kemajuan teknologi slyaknya dapat kita manfastian
pelayanan di Bapenda Provins Sumstera Seltan meliu modern kanal untuk mempermudah seluruh aktas,beglu Juga
belum diskukan dengan baik sehingga perla dengan pengeolsan pendapatan daersh. Kebutuhan
diskukan upaya perumusan, penyusunan, Pemberian insentf fikal Pajak PKG can Pajak BBN-KE  akan sitem/apilasiyang mumpuni mutak ciperukan
pengaplikasan dan pengevaluasan sandar-sandar berups equivalen sama sepert pembayaran pajsk  untuk menumjang pengelolsan pendapatan
pelayanan yang merupakan bagian daripengavasen Delaksanaan UU 28 ahun 2009 Pengellaan pendapatan daerah diakukan Bapenda
dan pembinaan organisas bersoma dengan it kerjapengellaan pendapatan
Pembentukan Tim Optimalias Pendapatan (OPAD)  daerah yakni nsusiPol Jasa Raharja
3 Pemenuhan sarana dan prasarana sesua standar bersama dengan OPD terkat antara kin Dinas Energi  Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT
merupakan saeh ety ndikator keberhasian Sumber Daya Minera, Dinas Perhubungan, Satuan
pencapaian kinerja organissi Sarana dan prasarana Pols Pamona Praia
yang ada i ingkungan Bapenda Provins Sumatera
Selatan dan UPTB masi beum sesuaistandar yang 5 Meakukan pengawasan tethadap pajak daerah
berkku berbasis mitgai risko
6 Pelaksanaan penagian pajak daerah secara door to
door senvice
7 Melaksanakan konsoldasi il dengan Pemerintah
Puss secara berkaa waktu
8 program pemuthan Pajak Kendaraan Bermotor yang
berngng o engga 16 Agusus 225 s 17
Desember 2
9 Pembentukan Tim Optimalas Pendapatan (OPAD)
telah memberikan kontribusinyata dalom mencapai
Kinerja pencapaian penerimaan PAD ditas 0%, &
Kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribus
terhadap peningatan kierja
Weningkaina Kredbiltas Penerimaan | Devias Realsas PAD Terhadap Anggaren PAD | 0500 83.430|  16,686.00 T Manajemen wajb menganals rlko-rko yang T Program Pengelokan Pendapatan Darah SBE000000 | 545,800,000.0 | 100000 Penugasen kinerja smpai ke | Evaluas dan pemantauan o) — oom oo, 00| 1 Siergidan kolboras bersama OPD pemungut Tepal Badan Bidang Pak
Pendspatan Dar Perencanaan Awal | Daiam APED (Revenue Mobilaton) menghambat pencapaian tjuan organisas n inerja secara berkala waktu retrbus: clam menggai potens PAD darisektor Bidang PZPATOA
najemen sgar menfokuskan pengambian (cascading) Retbusi idang PDLL
Kkebijakan pad kegatan-kegiatan yang memii risko Bidang Wasbin
tinggi. Termasuk catam hl i adiah kebiskan daam 2 perpanjangan kerjasama dengan Dinss Kependudukan
Kegiatan penganasen dan pembinaan terhacp upaya dan Catatan Sl Provins Sumatera Setan dalam
penerimaan Pendapatan Daereh, kevangan, SOM rangia penambahen kuato akses data kependudukan
ataupun Sandarisas mut pelayanan. Peran
pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan
Pengawas Interal Organisasisngat dperiukan 3 Memperkua stem informsi teknologi secara berahap
terus membenahi sstem IT el kerjasama dengan
2 Kesadaran masyarakat sebagai wajb pajak dalam piak ketga
mematuhi kenajban terhadap pembayaran pajak
sangat menentukan pencapaian trget Pendapatan 4 Perbention Sages OPAD P8 patapraran/ut
Daerah. Upaya sosiases dan penyuluhen pajak yang diProvinsiSumatera Selata
telh disksanakan dalam Kurun waktu 5 ahun
terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran waj 5 Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada
pajak masyarakat melalui penambahan ttk pelayanan baru
sepert;samsat desa can samsat drive thru
6 Terus meakukan rapat koordinas dengan OPD
pemungut rerious dan BUMD/BUMS yang menerima
penyertaan madal dai Pemerintah Provinsi Sumatera
Seltan secara ruty
7 Memperkuat Stem Pengendaiian Inern Pamerintah
dari i pengawasan pajak daerah dan rerbusi doerah
Fial FikalDaerah GT0| 0518 470508 T Mansjemen wajb menganalss isKo 1Ko yang T Program Pengelokan Pendapatan Daerah SES00000.00 | 9850000000 | 100000] Optimalisst Pendapatan Asi | Smergi dan koboras Opsen o, | oom oo, | 00| 1 Memperkuat bass data pajk daerah dengan potens Repal Badan Bidang Pak
Daersh menghambat pencapaian twjuan organisas Daeran PKB dan Opsen BEN-KB Kemampuan daerah Bidang PZPATOA
Manajemen agar memfokuskan pengambien Bidang PDLL
Kkebijakan pada kegitan-kegiatan yang memiki risko 2 Meningkatkan inensificasi pajak caerah dengan Bidang Wasbin
tinggl. Termasuk calam hal i adaiah kebijakan daam oroaram peninakatan keatuhan waib paiak daereh
Keslatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya
peneran pendapen Do, kesngan SO 3 Memperluss ekstensficasipajak daerah dengan
ataupun Sandarisss mt pelayanan. P peningkstan pendafaran wajb pajak baru untuk
pengawasan dan pabinean e Kontks Saien memberiken stmulus peningatan investasicaerah
Pengawss Internal Organisasisangat dperiukan
4 Integrasidata waib pajak pusat dengan data walib
pajak daerah pada Dijen Pajak Kementerian
2. proses Bisnis beum dijadikan dlam panduan daam Kevanaan
medhat hubungan kerja yang efek dan efen antar
unitorganias untuk menghasikan inerjo sesua 5 Kerjasama dengan Dirantas melalu kegiatan razia
dengan tjuan pendirian organisasiagar menghastkan Kendaraan bermotor
Keluaran yang berniaitambeh bagi pencapaian
sandar Bapenda Provinsi Sumatera Seatan 6 Konsoidasiikaldengan Pemerintah Pusat secara
berkala wakiu
7 Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk
berkontribus dalam Optimalsas Pask Daerah
8 pembangunan dan pengembangan aplikas samsat
bapends, perbaikan Sisam Informas Hansjemen
(SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up
grading data sera peraatan pengolahan data yang
lebi canaih dan modern
9 Menperas e keuangan pensayrn pk
mekal plaform digtalsas untuk inklusi
Kesmgm yang b b
Wennglatnya pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan Dasrah daam APBD | 0320] (339)|  (L0%.25) T Perubahan paradima kebjakan UU 252003 ke UU | 1 Program Pengeloan Pendapaten Decrah THR00000 | 1208006000 Koordinas o) [ o [ oom) 00| 1 Penyessain dan harmonises kebjakan UU /2022 1 Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009ke UU | Keoal Badan Bidana Paik
pendapatan daerah dalam APED 112022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanzan pendapatan transer pusst | pemerintah pusat Dsersh o 1203 202 Bidang PZPATOA
Opsen'PKB dan Opsen BBN-KB Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bidang PDLL
Bidang Wasbin
2 peaksanaan Opsen PKB dan Opsen BEN-KB mulsi 2 Sinergidan kolaborasi pendansan dan kegiatan Opsen 2 Pelaksanaan Opsen PKG dan Opsen BBN-KG musi
berlaku pads tanggal 05 Januar 2025 mengamatian PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah berisku pad tanggal 05 Janusri 2025 mengamatian
bahwa Opsen PKB dan Opsen B3N-KB spit payment Kabupaten/Kota bahwa Opsen PKE dan Opsen BEN-KB it payment
sacarareal ime ke RKUD Kabupaten)Kota secararea me ke RKUD Kabupaten/Kota
3 Menvesuskan denaan oencattan akuntans di SIPD 3 Secara pencatatan akuntansireaisas Opsen PKE dan
Opsen BEN-KB langsung dicaat ke RKUD
Kabubaten/Kota
4 Terus berupaya meakukan sosaliasi kebiakan pajak 4 Belum optmainya upaya meningkatkan thgkat
daerah secara massf Kepatuhan wafb pajak di Sumatera Sestan
5 Memberikan insent fiskl berupa pengurangan tarfl 5 Konds perekonomian di Sumatera Selatan dan di
Untuk mensimulus pertumbunan investas df Sumatera  seuruh provins di Puau Sumaters mengalam
Selsan Derlambatan pertumbuhan ekonomi
6 Meningkatkan kinera s pusst dengan
Pl unuk mendapatn urpen balk brpe Pemeriniahan Daerah mengaami penyesuaian
Demberian Dana Insantf Daer sehingga mempengarahi i randfer ke daerah
Meningkatnya Kontrbus Raso Pajek | Raso Pajak Daerah terhadap PORB o3| ot 510 T Paayanan terhadap wajb pajak harus berdasarkan | 1 Program Pengeloean Pendapatan Dacrah 210680000000 | 2106 80000.00 Goor o door oo oo oo, | 00| 1 Penguatan shergidan kolborasipelaksanaan Opsen 1 belum optimainya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen | Keod Badan Bidana Paiak
Daerah tethadap PORB pada standar yang teah dietapkan. Standarisas service yang berbasis kompetensi PKB dan Opsen BEN-KB dengan Pemerintanan BN-KB Bersoma Pemerintahan Kabupaten)Kota Bidang PZPATDA
pelayanan di Bapenda Provins Sumatera Selatan uru st Kabunaten/Kota Bidang PDLL
belum diakukan dengan balk sehingga perls Bidang Wasbin
dokukan upaya perumusan, penyusunan, 2 Konsoldas Bersama Kementerian Dalam Neger terkat 2 Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB
pengaplikasan dan pengevauasian sandr-sandar Kebijakan equivaen pembayaran pajak daerah dan BBN-KB berdampak pada penuruman penerimaan
pelayanan yang merupakan bagian dari penganasan pendapatan disektor pajak caerah
dan pembinaan organisas
3 Memberikan insent fiskl daerah untuk memberikan 3 Perlambatan siruktur perekonomian daerah yang
2 Mansjemen wajb menganaiis risko-risko yang simulus baai invesas daerah mengalcbatan daya beli masyarakat menjadi rendsh
menghambat pencapaian tjuan organisas
memfokuskan pengambian 4 Memberikan sosilias dan edukasikepada masyarakat 4 Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajok
Kkebijskan pad kegatan-egiatan yang memiki risko agar patuh dalam membayar pajok daersh untuk daersh mash rendah terutam pajak PKE
tinggi. Termasuk dolam hal i adalah kebijaken daam Dembanaunan daereh
Kegitn pngavasn dn panbinean s waya
penermen Pendpaan Daoah keuangan, S Pemerintahan 5 Kendaraan yang menjalnkan
aa ot mat poloyana. paran Pemerintah Provinsiainnva shanyad)Sumaera Sdanbenk yong e
Dengowcen dan pembinean duam Konieks Satuen dari v Provins Sumatera
Pengawas Interna Organissi sngat dperlukan
6 Melakulkan nenamuasan oaink daerah secarantensf 6 Belum aotimainya sitem nenaendlian nfern
PAD terhadan terhadap Pendapatan Daerah D50 B0 153797 T Kemajuan teknologi sayaknya dapat i manfaatkan | 1 Program Pengeloean Pendapatan Daerah 00000000 | 1940000000 Pendapatan Ash [ oom| [ oom [ oom) 00| 1 Siergidan koiboras anar sakeholder daam Repal Badan Bidang Pak
Pendapatan Dacreh untuk mempermucah seruh aktvts, begi uga Daeran (PAD) sebagal akbat luas fangkavan menggal potensiRetribusi Daerah Bidang PZPATOA
dengan pengelolsan pendpatan daersh. Kebutuhan wiavah Bidang PDLL
akan sstem)aplicas yang mumpuni mutak diperiukan 2 Memperkuat stem informasiteknologisecara bertahap Bidang Wasbin
untuk menunjang pengellaan pendapatan daeran. s menbenat s T b koo dergen
pengeolsan pendspatan daerah cikukan Bapenda oiak ki
bersama dengan mitra kerja pengeloaan pendapatan
daerah yakni instusiPol, Jasa Raharja dn Bank 3 Memperiuas den mendekatkan pelayanan kepada
Sumselbabel dalam pengelolean SAMSAT eyl el pernba ik pekyanen bru
et samsat desa dan samet rve thru
2 Sumber Daya Manusia yang berkualtas menjadi apek 4 Melakukan penaghan angsung kepada objek-obiek
penting dalam pencapaian trget kinerja Perangct pajak daerah di apangan, sepert objek Pa
Daeran. Sumber daya manusia yang berkompetens Kendaraan Bermotor (PKE), Bea Balk Nama Kendaraan
dapat memberikan gambaran analss serta dapat Bermotor (BBN-KE) Alat Berat dan Pajak A
mengga potensi sumber - sumber pendapatan daerah Permukaan (PAP) yang berada disemua
Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
3 Pemenuhan sarana dan prasarana sesusisandar 5 Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut,
merupakan saih satu ndikator keberhasian TN AL, Pol Arud terkat penganasan peredaran
pencapaian kinerja organissi Sarana dan prasarana penjuain bahan bakr kendaraan bermotor di
yang ada i ingkungan Bapends Provins Sumstera peraian
Selstan dan UPTB masi belum sesuai standar yang
berlku 6 Melakukan penagihan tunggaken Paak Kendaraan
Bermotor secara persuast
Rl Deran Pendapatan Asi | 10000 6566|1656 T Peta Proses Bis adaah digram yang T Proaram Penadolan Pendapatan Decrah SEE000000 | SHeB00060 ok banan T oom| oo ] oom, ~ [ 00| 1 Maakukan update pendataan wajb pajak untuk Veoal Baden Bidana Paiak
Daerah (PAD) menggambarkan hubungan kerja yang efekt dan akar Kendram bamotor |scbagel ke e gkauan memperkua pajak daerah dengan Kejasama cengan Bidang PZPATDA
efisen antar untorganiss untuk menghasikan wiavah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bidang PDLL
Kinerj sesua dengan tujuan pendirian organisas agar Bidang Wasbin
menghasikan keluaran yang bernial ambah bagi 2 perluasan ekstensfikas melalu pendafaran obiek
pencapaian sandar Bapenda Proving Sumatera wajb pajak baru dengan mengadakan kerjasama
ran denaan periinan setemoat
2 Kesadaran masyarakat sebagai waji pajak daam 3 Melakukan konsoldasi fiskal dengan Pemerinah Pusat
mematuhi kenajioan terhadap pembayaran pajak untuk memberikan stmulus baai perpaakan caerah
sangat menentukan pencapaian trget Pendapatan
Dacran. Upaya sosilses dan penyuluhan pajak yang 4 Melakukan percepstan dalam untuk mengejar target
Jan diaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun Kinera yang memiik ealses kiner terendah antara
terakhir betum banyak meningkatkan kesadaran wajb lan melala nergican kolaborasidengan pihak
oaiak Demanaku kebentingen Binnva




Pelaksanazn optimalisasi Pendapatan Asl Daerch
(OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait
dan secara berkala waktu

Cascading pohon kinerja dengan indikator mulai dari
sasaran srategs, sasaran intermediate outcomes level
ke n sampai dengan indikator input, indikator proses,
indikator output, indikator outcomes dan indikator
impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat
Daerah

PAD.

untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah.
Pengelolaan pendapatan daerah diiakukan Bapenda
bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan
daerah yakni institusi Polr, Jasa Raharja dan Bank
Sumselbabel dalam pengelolean SAMSAT

Sumber Daya Manusia yang berkuaitas menjadi aspek
penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat
Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi
dapat memberikan gambaran analsis serta dapat
menggali potensi sumber — sumber pendapatan daerah

Manajemen wajlb menganalisis risko-risiko yang
menghambat pencapalan tujuan organisas.
Manajemen agar mefokuskan pengambian
kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memilki risko
tingg. Termasuk dalam ha inf adalah kebijakan dalam

Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan

Pelayanan terhadap waiib pajak harus berdasarkan
pada standar yang teiah ditetapkan. Standarisasi
pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
belum diakukan dengan bak sehingga perlu
dilakukan upaya perumusan, penyusunan,
pengapliasian dan pengevaluasian standar-standar
pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan
dan pembinaan organisasi

transaksi pembayaran pajak daerah seperti,
pembayaran secara non tunai menggunakan mesin
EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak
melalui modern kanal

Penempelan stier tanda lunas di kendaran bermotor
sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan
bermotor yang belum melakukan pembayaran pajok

Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di
Provins Sumatera Selatan

Kerjasama dengan Dirlantas melalu kegiatan raza
kendaraan bermotor

Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen
BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan door to door service

Mengendaikan tindak pengendaln atas perhitungan
beban taiff pajak, denda pajak dan bunga pajak

Meningkatkan kualtas sumber daya manusa di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan
Informal secara bertzhap

PAD Terhadap PDRB Non 0129 4500, T Manajemen wajib menganaliss risko-risko yang T Proaram Penaelolaan Pendapatan Daerah SBB0.0000 | 54880000000 0.000[ T Diperlukan menciptakan peluang investas daerah Perlambatan perekonomian Sumatera Seltan yang Bidana Paiak
menghambat pencapaian tujuan organisas. mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal  menyebabkan PDRB il per kapita mengalami Bidang P2PATDA
Manajemen agar memfokuskan pengambian daerah perlambatan yang mempengaruhi daya bel Bidang PDLL
kebiakan pada kegiatan-kegiatan yang menilki risko masvarakat terhadan kendaraan baru Bidang Wasbin
tinggi. Termasuk dalam hal ini adaiah kebijakan dalam
Kegiatan pengawasan dan pembinazn terhadap upay: 2 Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperas! Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke
penerimaan Pendapatan Daerah, ki Merah Puth atau Posko Bantuan Hukum yang itk pelayanan wiayah pedesaan
ataupun standarisasi mutu pelayanan. Per tersebar di wiayah Sumtera Selatan sampai ke
pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan wiayah pedesaan
Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan
Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKE
Bersama dengan Pemerintzhan Kabupaten/Kota dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan
2 perly adanya revis Peraturan Daerah terkait belum Kabupaten/Kota
terakomodimya upaya-upaya optimalsas penerimaan
Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asl Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas. Sistem Pengendalan Intern Pemerintah di sektor
Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum
daerah lainnya terkait dengan optmaisasi penerimaan daerah dan retribusi daerah berialan secara optimal
Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan
pemetaan potensi Pendapatan Doerah, khususnya Meningkatkan sosialisasidan edukasi ke masyarakat ‘Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir secara massif dan berkala waktu kewaiiban paiak daerah belum optimal
dengan aturan yang berlaku
tim korsupgah KPK-
pendapatan daerah KPK
2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran 0360[ 300000 T Kemajuan teknolog selayaknya dapat kita manfaatian | 1 Proaram Penqaloiaan Pendapatan Daerah 327000000 | 342.700,000.00 0.000 1 Memberkan program keringanan tarf Pajak Bidana Pajak
'sumsi Pemerintah Daerah untuk mempermudah seluruh aktvitas, begitu juga Kendaraan Bermotor Progres berupa tarf Rp. 0 Bidang PPATDA
dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan Bidang PDLL
akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutiak diperlukan Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah Bidang Wasbin
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